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PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan
alat negara yang bertugas dan berfungs untuk memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat;

a. bahwa sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik
Indonesia berwenang memberikan bantuan pengamanan
pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekus jaminan
Fidusia, kegiatan instansi lain, dan kegiatan masyarakat;

b. bahwa eksekusi Jaminan Fidusia mempunya kekuatan
hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan
pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesig;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
daam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1999
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3889);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisas dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK  INDONESIA TENTANG PENGAMANAN
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri
adalah aa negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya
dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

3. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak
Khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi
Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor
lainnya.
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4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang
berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak
terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat
dibebani hak tanggungan atau hipotik.

5. Akta Jaminan Fidusia adalah akta yang dibuat oleh notaris atas pengalihan
hak kepemilikian suatu benda dalam perjanjian hutang piutang antara
kreditor dengan debitor.

6. Sertifikat Jaminan Fidusia adalah bukti otentik atas jaminan fidusia yang
dikeluarkan oleh kantor pendaftaran fidusia.

7. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda
yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

8. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporas yang
mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia

9. Utang adalah kewagjiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam
jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik
secara langsung maupun kontinjen.

10. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.

11. Pengamanan Eksekus adalah tindakan kepolisian dalam rangka ember
pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon
eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.

12. Pemohon Eksekusi adalah penerima jaminan fidusia yang berhak untuk
memperoleh kembali jaminan fidusia pada saat pemberi jaminan fidusia
ciderajaniji.

13. Termohon Eksekusi adalah pemberi jaminan fidusia yang tidak dapat
memenuhi kewajibannya sebagai mana tertuang dalam akta jaminan fidusia.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini meliputi:

a. terselenggaranya pelaksanaan eksekus jaminan Fidusia secara aman, tertib,
lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

b. terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia,
Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat
menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Pasal 3
Prinsip-prinsip peraturan ini meliputi:
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a. legdlitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. nesesitas, yatu pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan
berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi;

c. proporsiondlitas, yaitu pengamanan eksekus jaminan fidusia dilaksanakan
dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pelibatan
kekuatan; dan

d. akuntabilitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia
dapat dipertanggungjawabkan.

BAB |1
OBJEK DAN PERSYARATAN PENGAMANAN
Bagian Kesatu
Objek Pengamanan
Pasal 4
Objek pengamanan jaminan fidusia, meliputi hak jaminan atas:
a. bendabergerak yang berwujud;
b. bendabergerak yang tidak berwujud; dan

c. bendatidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak
tanggungan.

Pasa 5

(1) Objek pengamanan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dilaksanakan terhadap benda jaminan yang telah didaftarkan di kantor
pendaftaran fidusia.

(2) Kantor pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada
pada lingkup tugas Kementerian Hukum dan HAM.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengamanan
Pasal 6

Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan
persyaratan:

a. adapermintaan dari pemohon;
b. memiliki aktajaminan fidusia;
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c. jaminan fidusiaterdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
d. memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan
e. jaminan fidusiaberadadi wilayah negaraIndonesia.
BAB |11
PERMOHONAN PENGAMANAN EKSEKUS
Pasal 7

(1) Permohonan pengamanan eksekus digukan secara tertulis oleh penerima
jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres
tempat eksekusi dilaksanakan.

(2) Dalam hal permohonan pengamanan eksekus digjukan oleh kuasa hukum
penerima jaminan fidusia, pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari
penerimajaminan fidusia

Pasa 8

(1) Permohonan pengamanan eksekus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
digjukan dengan melampirkan:

a. sdinan aktajaminan fidusia;

b. salinan sertifikat jaminan fidusia;

C. surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya;
d. identitas pelaksanaeksekusi; dan

e. surat tugas pelaksanaan eksekusi.

(2) Surat peringatan kepada Debitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali, yang dibuktikan dengan
tandaterima.

Pasa 9

(1) Dalam ha penerima jaminan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan
eksekusi, permohonan pengamanan eksekusi digjukan dengan melampirkan
perjanjian kerja sama eksekus jaminan fidusia antara penerima jaminan
dengan pihak ketiga yang ditunjuk.

(2) Segala akibat yang ditimbulkan atas perbuatan pihak ketiga dalam
pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima
jaminan fidusia dan pihak ketiga harus bertanggung jawab sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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